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PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN
s‘ DI KABUPATEN BOMBANA

|
i

DENGAN RAHMAT 'rum YANG MAHA ESA
! numﬂ" BOMBANA,

Menimbang : a. bﬁhwa dengan td.:rbmtulmya Kabupaten Bombana yang
 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
12003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
l{abup&tcn Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di
|Provinsi Sulawesi Tenggara, maka terjadi banyak
p&mbahan dan perkembangan kemajuan di berbagai
Ibidang, tcnnasdk peningkatan jumlah rumah dan
1b|,mgunan baru; i'

b. b-ﬂ.hwa akibat  terjadinya pertambahan bangunan
pq:rumahanfpemﬁktman penduduk, perlu adanya
pmataan dan phngelulaa.n melalui penomoran rumah

ara jelas dan I'P.pl,

C. | bﬁhwa berdasa:k@ pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tﬂntang Petunjl.ﬂk Teknis Penomoran Rumah dan
!B'F.ngunan di Kabupaten Bombana,

Mengingat s 1 Ulhdang-Undang - Nomor 29 Tahun 2003 tentang
| Pembentukan I{dbupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
5d¢m Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi
Td:nggara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
211)(]3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor #439},

2. uhdang -Undang | Nomor 1 Tahun 2011 tentang

dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara

publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lémbaran Negara 'Republik Indonesia Nomor 5188);

3.|Unda:ng-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang
'Pl'mennta.han Daerﬂh (Lembaran Negara Republik
|Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
|Nqagam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
'telah  diubah bebempakall terakhir dengan Undang-
|Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
\atas Undang- Un{'_lang Nomor 23 Tahun 2014 ten?
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Menetapkan

menntahan Daemh (Lembaran Negara Republik
dc-nesm Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);

raturan Pcmdrmtah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
alan (Lem Negam Republik Indonesia Tahun 2006
omor 86, Ta bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Numo# 4655);

Peraturan Pcqumtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daera}x Kabupaten Bombana Nomor 10 tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bombana Tahun 2013-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Il)aerﬂ.h Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah

*abupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun

| 2017 tentang Pqnycicngaraan Perumahan dan Kawasan

f’cmuhman di Kpbupatcn Bombana;

turan Bup&t: Bombana Nomor 30 Tahun 2016

tang I{edudu?kan Susunan Organisasi, Tugas dan
hlngsl serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

?ombana 5

HE%TUBKAH:

KABUPATEN BuanANA
| BAB I

i KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

Dalam Peraturan qupatl ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Bnmhana
Bupati adalah Bupati Bombana.
Wakil Bupati a Wakil Bupati Bombana.

Bombana.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pena
Ruang Kabupaten Bombana. 7

2

PERATURAN BlllPﬁTI BOMBANA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENDMDRAN RUMAH DAN BANGUNAN DI

Pemerintah Dhcrah adalah Pemerintah Kabupaten

Sekretaris Daemh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
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. [Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat

daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kabupaten.
elurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat h yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, = kepentingan  masyarakat setempat
berdasarkan pirakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak | tradlsmna.l yang diakui dan d]hurman
dalam sistem pcmcnnta.han Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Lingkungan a perangkat kerja lurah dan merupakan

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
kelurahan di hilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kelurahan.

.Dusun adalah perangkat kerja desa dan merupakan

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
desa di wilayah |ke:janya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa.

.RumahdanBangunanadalshRumahdanBangunan

vang memenuhi syarat sebagai Rumah dan Bangunan
yang dipergunakan seseorang, Badan Hukum dan atau
lembaga lain uptnk tempat tinggal atau keperluan lain
sesuai dengan peruntukannya yang ada di wilayah
Kabupaten Eﬂm,bana

.Nomor Rumah| dan Bangunan adalah urutan nomor

RumahdanBa:gunan

. Penghuni adalah seseorang, Badan Hukum dan atau

Lembaga yang menempat: Rumah dan Bangunan.

' BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupdh ini dimaksudkan sebagai pedoman dan
dasar hukum|bag1 para pihak dalam melaksanakan
penomoran rumah dan bangunan di wilayah Kabupaten
Bombana. |

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
penataan nomdr urut rumah dan bangunan di wilayah
Kabupaten Bumba.na

BAB 111
RUANG LINGKUP

|
i
{
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Pasal 3

Pemberian nnm:ﬁr rumah dan bangunan;

g 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari : b‘_’ /
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| BAB IV
PEMBERIAHI NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 4

Pe::aturan ini.

(1) Setiap pemilik

| Pasal 5

Bahan, ukuraxi dan bentuk papan nomor rumah dan
bangunan;
Tata cara urutan penomoran rumah dan bangunan;
Pembiayaan papan nomor rumah dan bangunan;
Pelaksanaan; |
Sanksi;
Ketentuan pcnd.tu
|

$el.iap rumah dqn bangunan yang terletak di wilayah
Kahupatcn Bombana wajib dilengkapi dengan papan nomor
rumah dan bargunan sebagaimana dimaksud dalam

/ penguasa / penanggung jawab rumah
dan bangunan T’E}Ib memasang papan nomor rumah dan
. bangunan.

(2) Setiap penghuni
papan nomor ri
tetap kelihatan jelas dan rapi.
(3) Papan nomor 1

i rumah dan bangunan wajib memelihara
amah dan bangunan masing-masing agar

rumah dan bangunan yang rusak atau

hilang wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diganti

] dengan yang baru.

|
| BAB V

BAHAN, UKURAN DAN BENTUK PAPAN NOMOR
qUMAH DAN BANGUNAN

i Pasal 6

(1} ahan papan :inmnr rumah dan bangunan terbuat dari

[Ei

crylik.

ntuk empat pu:racgt panjang dengan ukuran 25 cm x 16

EB} IBcntuk warna dan letak huruf menyesuaikan.

() Pe
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mberian nurnpr rumah dan bangunan memuat nomor
t bangunan, nama lingkungan atau dusun,

ecamatan, kode pos, dan logo Pemerintah Kabupaten

Bombana. '

terpisahkan dar; Peraturan Bupati ini.

Format bentuk J:mmur rumah dan bangunan sebagaimana
dimaksud da.lm{n Lampiran yang mcrupakan bagian tidak
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! Pasal 7
cannya Peraturan Bupati ini, terhadap
baru yang terletak diantara rumah dan
gunan yang telah ada, diberikan nomor yang sama
dengan nomor nﬁah dan bangunan yang terdekat dan
erkecil angkanya dengan diberi tambahan huruf A, B atau C
dan seterusnya. |

Pasal 8

!
Pemasangan Papan nomor rumah dan bangunan harus
lihatan jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat
vintu masuk rumah dan bangunan yang bersangkutan.
i
1
|

| BAB VI

| TATA CARA URUTAN
PENUM?RAN RUMAH DAN BANGUNAN

| i Pasal 9
(1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun
. milik pem:nntah dalam wilayah Kabupaten Bombana
| harus diberi nomor bangunan secara berurutan.

) Rumah bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap nama
? halan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan

115} ;Nurnor dan bangunan diurutkan mulai sebelah
| kanan nomor gdnap dan sebelah kiri nomor ganjil.
&4] Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu jalan
tapi beda Kehﬁml-um atau Desa, diurutkan sesuai nama
jalan,
{5] Rumah dan pangunan yang terletak dalam satu
- l[tx'.ei1.1.1‘|'=11'1.w:1 atau Desa tetapi beda nama jalan, diawali
5 nomor urut 1 (satu) pada masing-masing nama jalan.
(6) Rumah dan bangunan yang jumlahnya tidak lebih dari 7
| (tujuh) rumah bangunan terletak dibelakang rumah
| dan bangunan Id,ttcpl jalan utama, diurutkan mengikuti
. nomor didepannya dengan tambahan huruf alphabet yang
| diawali huruf A,
(7) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor
urut mengikuti ‘Felan dimana pintu utama menghadap.

I |
i Pasal 10

(_himh dan bangunan yang terletak pada suatu kawasan
terte
m

lertentu  atau pt:rumahan dan/atau industri dapat
menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas
tambahan suatu ‘bangunan dengan tetap menggunakan

nomor urut. I
| | j /




BAB VII
i_ PEMBIAYAAN
PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 11

(1) Biaya pcmasanéan papan nomor rumah dan bangunan
| sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini

| dibebankan pada APBD Kabupaten Bombana.

{Q} iaya seba ina dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
, fuk papan or rumah dan bangunan yang rusak
atau hilang.

I
J
!
I

} | BAB VIII
|| . PELAKSANAAN
|
i
‘ ! Pasal 12
m ndataan dilalk dengan melibatkan secara aktif
pala Dusun atau Kepala Lingkungan setempat.
[2} asil pendataan Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan

.; dﬂapgkan kepada Lurah atau Kepala Desa sebagai bahan
! pan
[?] asil rel-:apmulahl pendataan oleh Lurah atau Kepala Desa
Hﬂaporkan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan papan
j omor rumah dan bangunan.
(4) Papan nomor ;:m{ng sudah dicetak dan diurutkan dipasang

oleh Kepala Duﬁun atau Kepala Lingkungan dengan
| tilkourdjmr oleh | Lurah atau Kepala Desa.

|
| |
| | Pasal 13

Kepala Dinas |dapat memerintahkan  mengambil/
menyingkirkan pag nomor rumah dan bangunan yang
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

| BAB IX
| SANKSI

i : Pasal 14
{;] Dalam hal terdﬁpat papan nomor rumah dan bangunan
. milik warga jtang tidak sesuai dengan ketentuan
] raturan Bupati ini, Lurah atau Kepala Desa setempat
| mberikan tegprﬂn secara lisan.
{2] Hpablla teguran secara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
i kalender tidak ditindaklanjuti oleh warga, Lurah atau
| Kepala Desa memberikan teguran secara tertulis.
{{3] pabila dalam _;angka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
guran tertulis diterima oleh warga dan belum
| Emndaklanjuu Lurah atau Kepala Desa melaporkan
| kepada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepa
| Kepala Dinas. :
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! BAB X
'F(ETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ndangkarn. .
I

ir  setiap  orang mengetahum_va, memerintahkan
lgundangan Perb.tl.u'an Bupati ini dengan penempatannya

! Ditetapkan di Rumbia

i pada tanggal 2 MeVemted 2018
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H. BURHAHIJDDI* +. HS. NOY !
BERITA DAERAH K&BUPATEN B{]MFANA TAHUN 2018 NOMOR §')




LAMPIRAN PEMTIIRAH BUPATI nq_)ma
NOMOR : 5\ | TAHUN 2018

TANGGAL : 1 . tovemeee 2018
TENTANG PETUHJUK TEENIS P“O!ﬂm RUMAH DAN BANGUNAN DI

KABU'FATEH nummm

mn*:b{n FORMAT BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA

KAB, BOMBANA

l:

memnmnmm
B VMR 1xum1§w
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